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ABSTRAKSI 

Tema yang diangkal dalam Skripsi ini adalah masalah Olonomi Daerah 
khus,!:nya pada hambalan-hambalan Penyerahan Urusan Daerah. Urusan yan~ 
dlko.p yallu masalah penyerahan urusan lalu lintas dan angkulan jalan Pada 
Pemermlah Kotamadya Daerah Tingkat If Surabaya. Adanya penyerahan urusan 
pada daerah akan menjadiko.n daerah lersebul semakin Olonom, karena semakin 
banyak urusan yang menjadi urusan ramah tangga sendiri. Dengan semakin ban yak 
UTusan yang diserahko.n pada pemerinlah daerah I ingko.I II. mako. ako.n semakin 
banyak pula dibentuk dinas-dinas daerah. 

Unluk menangani urusan lalu-Iinlas dan angkutan jalan yang lelah diserahko.n 
menjadi urusan ramah langga sendiri Pemerinlah KOlamadya Derah Tingko.t II 
Surabaya lelah membentuk Dinas Lalu-Linla.. dan Angkulan Jalan Daerah. 
Terbentuknya Dinas Lalu-Lintas dan Angkulan Jalan lersebul bukan rnerupako.n 
hasil dari penyerahan urusan leiapi merupakan perluasan. pemekaran alau 
peningko./an dari urusan pangko.l yang sudah diserahkan. UTusan ini sudah dilangani 
oleh bagian ekonomi dan sekarang sudall diserahkan pada Dinas LLAJ unluk 
menjadi kewenangannya. 

Jadi seeara leorilik penyerahan urusan kepada Pemerinlah KOlamadya 
Daerah Tingkal II Surabaya lidak meneerminkan Olonom/ yang nyala, lelapi 
penyerahan urusan lersebul hanya perlua.san, pemekaran atau peningko./an dari 
urusan yang lelah diserahko.n sebelumnya, buko.n pemberian olonomi seeara nyala. 

Berdasarko.n dala yang didapal, maka dalam penyerahan urusan lalu Iinlas 
dan angkulan ja/an masih dilemuko.n beberapa kenda/a, yai/u bahwa dalam 
penyerahan urusan pernerintah daerah lingkall masih enggan unluk melepasko.n asel 
eko.nominya. Hal ini dida,sari oleh kekhawaliran hilangnya sumber-sumber 
pendapalan. Kendala lainya yaitu lerbalanya kemampuan sumber daya manusia 
yang dimiliki, prasarana yang lerba/as, dan dieabulnya beberapa sumber 
pendapalan Dina.s. 

Selain itu da/am pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkulan jalan. Dinas 
Lalu Lintas dan Angkulan Jalan Daerah Pemerintah KOlamadya Daerah Tingko.l II 
Surabaya belum bisa melaksanako.n fungs/nya dengan balk, ko.rena urusan-urusan 
yang seharusnya dilangani masih dilangani oleh unsur pemer/ntah daerah yang lain, 
yailu Dinas Pekerjaan Umum. 
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